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PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI

b

IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin
Usaha Perikanan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daemh Kota
Palembang Tahun 2011 Nomor 11 SERI C tanggal 10 Agustus 2011, perlu
menetapkan peraturan pelaksanaannya ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan
dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara K1 Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 353,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi- dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Megara RI Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Ferikanan
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4058) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Duerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tabun 2007
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Momaor 4737);



Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002
Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13) :

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan
dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2008 Nomor 6);

I2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan

dan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pembinaan dan Retribusi [zin Usaha Perikanan.

Pasal 2

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kota Palembang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha
Perikanan.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Divndangkan di palembang
Pada tanggal 10 8 = 2011

GERRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG
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BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 201 NOMOR b3



